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LA WERAH KOTA KUPANG
NOWIORI: 18 TARGN 2000

TENTANG

FENGUJL&N BERKAIIA KINDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT {TUBAN vaNG Mams ESA
WALIKOTA KUPANG

- . '
balwa dalam rangka :mendekatkm1 pelayanzn guna menunjang Kelancarun,
ketertiban, kenyamanan, dan keselematan Laly Lintag dan Angkutan Jalan
serta kelostarian . lin kungan, dan  juga- dalam srangka  meningkatkan
Pendapatan Asl Daeral, diperlukan pengaturan: dan’ pemeriksaan terhadap
kondisi 1eknis Kendargan Bermotor agar memenuly ‘persyaratan teknis dan
laik jalan; _
bahwa untuk mewujudkan Kendaraan Bermotor yang memenubi "pcrsyvamtan
teknis dan loik Jolarg perlu dilakulkan Peagujiag, penilaian, pemeliharoan
serta pengawasan operasional :
bahwa sehubungan deagan butir a dan b. dj atas, maka dipandang perlu
menetapkan Peraturan  Dacrah Kota Kupang :entang Pengujian Berkala
Kendaraan Bemmotor, L o :

|

Undang - uadang Nouij\r 5 Tahun 1996 teutang Pembentukan  Kotamadya

Dacrah  Tingkat I Kupang (Lembaron Negara Tahun 1996 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);

AT

" Undagg -~ wndang. Nomer 22 Tahun 1399 tentang Pemerinfahan Daeraly
(Lembaran Negara Tah}ln 1999 Nomor 60, Tambalon Lembaran s
Nomor 3839) ; L .
] '
Undang - undang Nomcf:r 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara
yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Tiegarn
whun 1999 Nowmaor 75, 'Tambahan I.«ambvrpn Nogu,rp. Nomor 5&51)

Undang - undang Nomdr 13 Talhun 1980 tentang Jalan (Tembaran Negara
Tahun 1980 Womar 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3145 b

Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukuwm Acara Pidana
- (Lemtaran Negara Tahun 1981 Nowor 76, Tambahan Lembaran Negara
- Nomor 3209); :

Undang - uadang Nomoz 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan atas Unding
urdang Nomor 6 talun 1982 tentany MHak Cipta (Lembaran Negara Tahun
1987 Nomor 42 Tambahan Lembaray Negara Nomor3362);
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Undang - undang Nomor 8. Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Nomaor 3821); .

Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lcmbamn Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembarin
Negara Nomor 3480); -

Peraturan Pemerpiitah Nomor 22 Tahun 1990 Tentang Penycrahan Sebagian
Besar Urusan l’:cxnxurLJ‘tat)L\n di bidanyg Lalu Lintas dan Angkitan Jalan
kepada Daerah Tinpkat I dan Tingkat II (Lembarar Negara Tahun 1990
Momor 26, Tambuhon Lembaran Negara Nomar 3487);

Peraturan P:murmmh Nowmor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Neyara
Nomor 3528);

Peraturun Pemerinuh Nomor 42 Tahun 1993 Tentang Pemeriksaan

Kendarnan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Womor 60,
Tumbahan Lcmba.rzm Negara Nomor 3328);

Peratiran Pemerinich Nomor 43 tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu
Lintas Jalan (L¢mbnran Negara tahun 1993 Nomor 63, Tambaha.n Lembaran
Negara Nomor 35”9\

Peraturan Pcmurint‘\h Nomor 44 Tahun 1593 Tentang Kendaraan dan
Pengemudi ('Lcmbmm Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan
L.embaran Negara Nomor 3530 ),

-Keputusan Ptemdcn Nomor @ 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Pcnyusunm

Perundang - undzugan dan bentuk Rancangan Undang ~ undang, Rancangan
Peraturan Pemeriptah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomipr 70)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

=

[IEMUTUSKAN

. D PERATURAN DARRAE KOTA KUPANG TENTANG PENGUJIIAN

BERKALA KINDARAAN BERMOTOR

Filename:

PERDA.PY.B




BAB I

KEYENTUAN UMUM

Pasal 1°

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimyksud dengar :
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Darrah adalal: Daerah Kota Kuparg;
Pernerintah Dacrah adalah Pemerintah Duerah Kota Kupang;
Walikota adalah Walikota Kupang
Dewan Perwakilun Rakyat Daerah|Yang disingkat DPRID adalah DPRD Kota Kupang

Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan -Kota Kupang;

Kendaraan Bermotor adalah Kendaraen yang digerakay olely peralatan teknik yang berada

" puda kendaran itu;

Pengujian Kenduraan Bermotor adalal serangkaian kegiatan pengujian atau pemeriksaan

. bagian kendaraan bermotor, keretal gandengan, kercta tempelan dan kendaraan khusus dalam

rangka pemenuhan terhadap persythtan teknis dan laik jalan;

Pengujian Berkula Kendaraan Bermotor adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang
dilakukan secara berkala terhada)) setiap kendaraan bermotor , kereta gandengan, kereta
tempelan dan kendaraan Khusus;

Pengujian ulang adalah pengujian [terhadap kendaraan bermotor yang tidak Iulus pengujian
pada-pelaksanaan pengujian berkala; '

Numpang vji adalah pengujian. terhadap kendaraan bermotor daeral lain atas persetujuan
Dinas Perhubungan dari Wilayah domisili kendaraan tersebut;

Laik Jalan adalah Persyaratan minjmiun kondisi suatu kendarasn yang harus dipenuhi agar
tegjamninnya kesclamaran dan mencegah pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pads
waktu pengoperasian di jalan, ) ’
Mobil  Penumpang adalali setiap kendaruan bermotor yang dilerngklapi sebanysk -
banyaknya 8 ( delapan ) tempat fiudak tidak termasuk tempat duduk peagemudi | baik
dengan maupun tanpa perlengkapay pengangkutan bagasi dan dipergunakan untuk angkutan
umu;
Mobil Bus adalah setiap kendaraan [berinotor yang dilengkapi lebih dari 8 ( delapan ) tempat
duduk tidak termasuk tempat dudyk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan
angkutan bagasi; |

Mobil barang adalah sctiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut barang
wnum maupua tidal wawmn; ’

- Kendaraan Khusus adalah Kendaraan Bermotor selain dari pada kendaraan van;

dipergunakan untuk keperluan m)gk}'man / khusus atau mengangkut barang khusus;

Kereta gandengan adalah siatu alut yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang
seluruli bebannya ditumpuk cleh alafzt itu seadir: dan dirancang nntuk ditarik oleh kendarasn
bermstor; ,

Kereta tempelan adalaly suatu alar-Jang dipergunakan untuk mengangkut barang dirancang
untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpul oleh kendaraan bermotor penariknya;

- Surat Ketetapan-Retribusi Daerah yfmg dapat disingkat SKRD adalah surat kepuiusan vang

menentukin besarmya jumlah retribusi,
Surat Tagihan Retribusi Dacrah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk relalkukas:

‘tagihan retribusi daerall dan atau sanksi administrasi berups bunga atau denda;
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-Surat Pemberitahuan Retribusi

- alumunium atau plat kaleng yan

Cwajib uji;
Persyaratan teknis adalah pcrs‘;':’kmtzm lentany susunan, ukuran, bentuk, karoseri , emisi gas

“Untuk menetaplan kelaikan ken

Dacrah ini adalah kendaraan bery
‘Mabil Bus;

. Keataraan Khusus;

Dacrah vang dapat disingkat SPRD adalah surat vang

digunalran olel wajib retribusi untuk melaporkaa perhitungan dan pembayaran vang terutang

menurut peraturan retiibusi;
Buku uji adalah tanda bakti il

$ Uji berkuln berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil

pengujian setiap kendaraan wajib uji;

Tanda uji adalely bukti kendar

Uji berkala adzaiub pengujinn ke

D

an telah divjl dengan hasil baik: herupa fempenpan plat
) ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan;
ndaraan bermoior secura berkala terhadap setinp kendaraan

buang, penggunean gandengan dhaa penempelan kendarasn bermontor,

KETENTUAN PEN

Sctiap kendaraza bermotor wiil
teknds dan laik jalan sesuai dengo

pengujian berupa pengujian berk
Pengujinn tersebut pada ayat (2
tersedin;

Pelaksanaan Pengujian tersetan
memiliki kualifikasi weknis teren

Jenis Rendaraan bermotor wajib

Mobil Penumpeng Umurn;

BAB I
SUJTAN  IKENDARAAN  BERMOTOR

Pasal 2

wji yang dieperasikan di jalan harus memenuhi persyaraing
1 ketentuan Peraturan Perundang — undangan yarig berinku.
daraon bermotor tersebit pada ayat (1) pasal inj, dilakukar
1a atau peaguiian wlang pada periode tertentu;

) pasal ini harus menggunakan peralatan pengufian wung

pada ayat (2} dan (3) pasal inj dilakunkn oleh penguji vang
1u pada Dinas Poerhubungan Xota Kupang

Pasn] 3

wi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 avat (1) Peraturan
aotor yang termasuk kategori

Mobil Barang;

Kereta Gandengan:
Kereta tempelan;

Kendaraan Dinas Pemerintah,

Pengecualian Kendaroan wajib

'P'cn'éuj'ilm Berkala  betikutnya

Euji adalah Kendaraan milik TNI ¢ Polri Kendorann baru

* sebagai barang dagangan dan keridaraan - kendaraan vang dalam kesadaan rusak.

: Pasal 4

dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan

menunjukan Surat - surat sebagaf keterungan kKelengkapan kendaraan bermotor wajib uji;

i
i
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yang lhiarus ciajukan selambat - la
tanda lulus uji berkala;

Penetupan Kelengkapan Surat -
Kepala Dinas Perhubungan Ko

mbatnya 1 ( sutu ) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku

'surat dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan olch

a Kupang dengan memperhatikan ketentuan Peraturan

Perundang - undangan yang berlaku; .

Pelaksanaan Pengujian Berkala
dilaksanakan selambat ~ lambatny

Wi ( pening ); i

scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini,  wejib

al(setu) hari sebelum berakhirnya masa berlaku 1anda

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal inf, ditolak apabila persyaratan
dimaksud dalam ayat (2) pasal iniftidak dipenubi; )

Penolakan permohonan pengujial scabagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini harus
dinyatakan sccara tertulis discrtai alnsan penolakan,

Pasal 3

Kendarann  bermotor dinyatakaii lulus uji berkala diberikan tanda bukti lulus vji berupa

pada samping kendaraan;
Apabila Kendaraan Bermotor tida

*bukti = buku tanda lulus Wi darchanda uji yang berlaku 6 (enam ) tulan dan dicantumban

Lulus Uji, Petuges Penguji Wajib memberitahukan sceuru

“tertulis kepada pemilik kendaraan wajib vji tentang :

a. Perbaikan - perbaikan yaug harus dilakukan ;

b, Waktu dan tempat dilakukan pfg:mgujian nlang.

Pengujian ulang scbagaimana dim
-permohonan baru dan tudak dikena
Apabila hasil uji vlang sebagimas
{ulus uji, pemilik atau pemegang

Kerikutnya diperlakukan se\bagal 1

‘Apabila pemilik atau  pemegs
. sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (4) Peraturan Dacrah ini, dapat mecngajukan
‘permohonan keberatan secara terit
Setelah Kepala Dinas Perliubu
‘kebéramn sebagaimana dimaksud

aksud dalam ayat {2) pasal ini, tidak diperlakukan sebaja:
kin iagi biaya pengujian;

12 dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, lernyata tetap tidak
kendaraan tidak diberikan kesempatan wji kembali dan uji
xemohon baril,

Pasal 6
g kendaraan tidak menyetujui Keputusan Penguji
lis kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Kuipang ;

)jgan Kota Kupang meaerima pengajuan permohonan
pada ayat-(1) pasal ini, segera meminta penjelasan dan

penguji yang bersangkutan, dad dalam wuktu paling lama 2 (dua) jam memberikan jawaban

permohonan keberatan tersebut;

,fﬁpz‘ybilzt permohonan keberatan di
mepserintahkan kepada penguji lai

i

biaya Uji; -

* sedara tertulis kepada pemilik atsu pemegang kendaruan mengenal diterima atau tidaknya

terima, Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang segera
nnya untuk melakukan Uji ulang dan tidak Jagi dikenakan

"Apzﬁbila'pcnnoh()imn keberatan ditolak atau setelah diuji ulang scbagaimana pada evat (3)

pasal ini dan tetap dinyatakan t
" mengajukan permohonan keberatan,

dak lulus vji, maka pemilik atau pemegang tidak lagi

1
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Pasal 7

Apabila kendarazr bermotor tidak dapa: diuji-berkalz pada saat masa berlaku wji berakhir
pemilik atau pemegang kerdaragan wajils mengajukan permohonan masa berlaku tanda wji;
Apabila terdapat perubahan - p:cmbahan spesifikasi teknis dan/atau data pemilik dan/atau
wilayah operasi kendaraan, pemilik  atau pemegang  kendaraan  wajib mengajukan
permohonan tands bult talus uji dan membavya kendaraan unmk diuji perubahan;

Apabila tanda bulti Iulus vji hilang, pemilik atay pemegang kendarann wajib mengajukan

~ pertachonan, penggantizn tanda Guka [ulus uji dengan membawa surat ketsrangan kehilangan

dari Kepolisian setempat dan membawa kendaraan Wajib untuk divji perubahan;

Dalam jangka wakiu 24 Jjam sctelah permohonan schagaimana dimaksud pada ayat (1), (2),
(3) pasal ind diterima, buk pcrpz%n_langmn perubahan atau penggantian sudal ham-s diberikan
kepada pemohog. 1

Pasnl 3

Apabila kendaraan bermoter dalam keadsan rusak maka pemilik / pemegang kendarann
bermotor wajib melaporkan kepada inas Perkubungan Kota Kupang ;

Dalam Jjangka waktu 24 jam setelah permohornan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini maka Kepala Dipas Perhut ungan Kota Kupang wajib menunjuk penguji untak
melakukan Pemeriksaan / Pegelit an terhadap kerusakan kendaraan bermotor dimaksud dan

“menerbitkan Surar Keterangan kerusakan kencaraan kepada psmilik / pemegang kendarean

bermotor dengan tembrsan kepnda instansi terkait,

BAD D1

PERUBAHAN BENTUK KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 9

Setiap keadaraun bermotor wajib; uji yang mengalami perubahan bentuk atay perebahan
bahan spesitikasi teknis harus memperoleh izin dari Dinas Perhubungan Kota Kupang ;
Pemmolbionan perubahdn benwuk atau spesifikasi teknis seperti pada ayat (1) pusal ini haus
diajukan sebeium kendaraan tersebt diutiah beatuk atau spesifikasi teknisnya;

Permohonan perubahan bentuk atau perubahan spesitikasi teknis dapat ditolak apabila
perubalian tersebut tidak sesiaj Cenigan ketentuan Peraturan Perundang ~ undangan dan dapat
mengganggu keselamaran kendaraan;

Kendaraan bermotor yang telah micngalami perubahan Lentuk atau spesifikasi telnis, hars

diadakan pengujian kembali,
. ‘ Pasal 1.0

e i
Pepgujian harus dilakukan sesuai prosedur dan tata cara serta di lokasi yang telah ditetapkan
dengan menggunakan peralatan pengujian yang tersedia
Hasil uji berkala kendaraan harus akurat dan dapat dipertanggung Jjavabkan

1]
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Pagal 11

Fasilitas dan peralatan harus dipelihmf’a/dimwat dengan bail: secara periodik, schipgga semua

fasilitas dan peralatan pengujian yang delft selalu dalam kondisi layak dan siap dipakai,

| BAB W™
: i
KOMPONEN KENDARAAN WAJIB UJ YANG DIUJI

| v

Pasai
Rangka lasdasan, -
Motor penggerak: !
Sistim pembuangan (cmisi gus huang)
Penerus daya;
Sistim roda;
Sistim. mspcnsx yaitu penyangga y‘mg A mpu m:.mhan beban, gelaran dan kejutan wstuk
menjansin keselamatan dan perlinduiigan terhadap jalan
Alat kemuwdi; i
. Sistim pem

Lagipu = larapu dan alat pemantul cwbay‘g

Kompenen pendukung yang tudml dari pengulkiir kecepatan, kaca spion, penghapus kaca,
- klakson, subuk keschmataa,scpakbcx. dan bumper;

i

™o 9@9‘ P

" k. Badan kendaraan;
]

Peralatan dan perlengkapan kundara’an (dongkrak, alat pembuka ban, ban cadangan, zegl liO‘
pengaman, P3K dan helm bagi LcndTmaan bermotor roda dua dan efnpat yang tidak dilengkapi
dengan rushah ~ rumah);

m. Persyaratan tambahan untuk mobil buo

f, Persyaratan fambahan khusus untuk tiobil bus sekolah;

Pcrsyaratan tambahan khusus uptuk mobil barang;

Persyaratan tambaban untuk mn;;kalz:n kendaraan kersta gandengan dan kereta tempelan;

Ukuran daa nmivatan kendaraan bermotor,

o T C

BAB V
xmf«:rx"m,m RETRIBUSI

Pasal 13

(1) Pelaksanaan pcnqujia\ untuk scﬂao komponen kendaraan bermoror sebagaimana dimaksud
.. ‘pada pasal 12 Peraturan Daerah | 1m, dikenaken retribusi;
2) Dengan nama retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor dipungut retribusi atas setiap
 ‘pelayanan dulam peiaksanaan pengujian kenduraan bermoter;
(3) Obyek retribusi adalal pelavanan yang disediakan oloh Pemerintah Daerah berupa pengujian
. berkala kendarnan bermmotor seliagaimana yang dimaksudkan pasal 3 ayat (1) Peramran

daerah ini dalam rangka pemenuban terhadap pernyaratan teknis dan laik jalan,
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Pusal 14
(1) Subyek retribusi adalah setinp 6rang prib
bermotor wajib PHE

(@) Wajib retribusi adaloh setiap orang pribadi / hadan hukum yang menggunakan / menikmat;
pelayanan jasa pengujian berkala léendaraan bermotor,

aci / badan hukum yang memiliki kendaraan

BAB vI

GOLONGAN RETRIBUSI DAN \'VLLAYAL} PEMUNGUTAN
& j

Pasal 15

Gblbn_gan,R”c‘;ﬁbuyi yang diatwr dalam Pc_girnnunn Daerah ing adalah retriby

si Pengujian Kendaraan
Betmotor yang termasu golongan Retribugi Jasa Umurg

Pasal 16

© Retribusi i pengujian. berkala Kcndaraan% Bermotor dx'pwlngut’di Wilayali / Daerah Kendaraan

Q

(W

(1) Pnnsip dalam Penetapan tarif mtrili'usi pengujian berkala kendaraan bermotor didasarkan

Bermotor Wajib Uji terdaftar,
| BAB VI
CARA MENGUKUR ;I'I"HVGMI‘ PENGGUNAAN JASA
| ’
| Pasal 17
. " ® |
Tingkat Pengguuaan Jasa Pengujian berkala Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan

pemmeriksaan terhadap jenis, berat kendaraan, Jjangka walty pemeriksaan dan frekuens; penggunaan
peralatun peagujian kendaraan bermotor, )

' BAB vy
PRINSIP DAN SA;.SARA.N PENETAPAN TARIF

,! Pasal 18

pada. bisya renyedinen jasa yang eme] rawatdn, peny
peralatan pengujian kendarman bermotor, biaya pembinaan dan pengawasan, biaya pewyiapan
Surat Tanda uji Kendaraan, Pla__t__Uji,,’Pgrlcng}:apzm Plat uji, Kartu k ontrol, Biaya pencetukan
formulir, kemampuan masyarakat, aspek headllan dag peraturan perundangan vang berjaku:

(2) Sasaran:yang akan dicapai yskni tcr'cr'p:anya pelayanan yang memadai bagi wajib retribus;
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BAB IX

STRUKT UR DAN BFSARNYA TARIP

Satiap pelayanan pengujian berkala k
Strutur dan besarnya retribusi sebaga
aebagal berikut

Pasm 19 [

cudarnan bermo{;or dikenakan reteibusi;.’
iinana diumkswdkm pada ayat (1) pasal ini ditetapkan

" a  Pengujian berkala pertama kali dzm / ateu pcngujlan berkala perubahan beatuk :

Mobil bus, mobil bmaag, tra.ﬁor head, kendarnan khusus tersebut pada pasal 3 ayat
(1) Peraturan Dacrah 1, scbcsar Rp. 60000 ( enam puluh ribu rupiah ) setiap

kendaraan;

- Mobil penumpang umum tcxscbut pada pasal 3 aynt (1) Peraturan Daerah ini, scbsar

Rp. 55.000,- ( lima puluh {im

a ribu rupiah ) setiap kendaraan,;

- Xereta gandengan dan / atauikersta tempelan sebagaimana dimaksud pada pasal 3
ayat (1) Peraturnan Dacrah inii, sebesar Rp. 50.000,~ ( hma puluh ribu rupiah ) setiap

kendarann,

b, Perpagjangan thasa berlaku umqa huktl lwus uji scbagaimana dimaksud pada pa:ml 7
ayat (1) Peraaturaan Daerah ini, scbcqar
-~ Rp. 27.500,- ( duu puluh tujub). ribu lima ratus rupiah ) setiap kendaraan untuk mobx

bus, mobil barmg, wraktor hea
< Rp. 25.000,- ( dua puluh [ xma!
umum,

kendaraan khusus;
ribu rupial ) setiap kendaraan urituk mobil penumpang

~ Rp:22.500,- ( dua pululr dua rxbu lirna ratus rupmh ) scnap kereta gandengan dan /

gtau kereta tempelan,

sebsar

Perigujian berkala kedua atau bcnkutcya sesual pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerzh ini,

~ Rp. 70.000,- { twjub puluh ribu rupiah ) sctiap kendaraan untuk mobil bus, mobil
.. barang, u'aktor head/kendaraan khusus;
= Rp. 60.000,~ ( epara puluh r\bu rupiah ) setiap kendaraan untuk mobil penumpang

urtum;

- Rp. 50.000,~ ( lima pulub ribu rupiah ) scuap kcrcm gandengan dan/atau kereta

tempelan;

retribusi sebagaimana dimaksud pada

.Kendaraan numpang wji di lvar d
dimaksud pada ayat (2) butir ¢ pasal ini;
_ Biayawngga'ntian bukti tulus uji yaz

untuk setiap buku uji dan/atau sepasan
Biaya pcnggannan tanda buku fulus

Peraturan Treinh ind ditetapkan sebes
- Rp. 20.000,+ (dua puluh ribu rug

i - Rp. 15.000,- ( lima belas ribu ru

,Kcndaman wajib u_]l yang akan dxmptasﬂ’m ke daczah lain dan telah habis masa berlaku
tanda bukd fulus uji, wajib melakukdn pengujian berkala terlebih dahulu dan dikenakan

ayat (2) butir b dan/atau butir ¢ pasal ini;
aerah domisilinya dikenakan retribusi sebagaimana

ng rusak; sebesar Rp, 10,000,- (-sepulub ribu rupiah )
g tands 4ji;
uji yang hilang, sebesar. Rp. 15.000,~ ( lima belag 1ibu

" rupiah ) untuk setiap buku. uji dan/atau sepasang tanda uji dengan mclampu}uan keterangan
_kehilingan darl Kepolisian Republik Indonesia setempat;

) Blays pengijian berkala wituk kendarasn yang dilaporkan rusak dap/atau untuk pengadaan
. - barw daw/atau pengbapusan kendaraan scba,vmimaaa dimaksud pada pasal 8 dan pwn 5

ar !
mh) setiap kendaraan roda { 6 ) enam atau Jebily;
piah ) setiap kendaraan roda 4 (empat );

"« Rp 10 00_0 ( sepuinh ribu mamh) seviap ;(cvda*a.m roda 2 ( (l.m

i
i
i
i
i
1
I
|
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| BAB X
i

SANKSI ADMINISTRASI
} Paeal 20

.

W&hb Rctrlbusx tortentu scsuai pasal 16 Pcmtur:m Ddaerah ini yang: txdak membayar iepat pada

- waktunyz atan Lurang membayar, dikenakan sanksi acdministrasi berupa bunga secbesar 2 % (dua

persen) setiap bulan dari retribusi yang tzn‘bang yang tidal atau mrmg dibayar dan ditagih dengan
menggunak.n STRD,

Basal 21

Setiap. pemilﬂc/pemcgung xenderaen wajib ;uji yang melanggar ketentuan — Ketentuan sebagaimana
dirnaksud pada pasal 2, 3, 4, 7 dan 8 Peratutan Daerah uu dapat dikenpkan tindakan/penundaan
pembcnzm tunda bukt lulus uji berkala, |

i

 BAB XI

MASA RETRIBUSI SAA[ REIRIBUSI TERUTANG
DAN SURAT PEMEERITAHUAN TERUTANG

Pl 22
Masa retribusi pengujian berkala kemhrazmi bermotor adalah setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau
pada suat mengajukan permohonan perubaban beatuk dan‘atau numpang uji dan/atau mutasi uji,

'
H

! Pusal 23

Surat Retribusi terutang adalai Surat chu‘usan yang menetapkan besarnya jumlah rewibusi yang
terutang sesuai poasal 28 Peraturan Ducrah ini yang ditetaplan berdasarkan SKRD.

Pasal 24

Surat Pemberitabuzn Terutang adalah surat untuk melabukan tagihan retribusi dan/atau savksi
administrasi berupa bunga atay denda yasg berdasarkan STRD.,
| .

BAD XIX

CARA PENETAPAN

"Paasl 25

(1) Pevctapan retribusi berdasarkan SuratiPemberitahuzn Retribusi Daerah, vang selanjutnya
-disingkat S°RD adalah surat yang dig_unakan oleh wajib retribuisi untuk melaporkan peshitungin
dan perabayaran yang terutang menurut Peraturan Retribusi dengan menerbitkan SERD;

(2) Dalam hal SPRD tidak dipenubi oleh Wahb Retribusi sebagaimana mestinys, maka diterbitken
SKRD secara Jabamn

'(3) Bertuk dan isi SKRD sebagaimana d.mak'sud ayat (2 ) ditetapkan-oleh Walikota,

:
i
|
i
.
-
i
|
i
1
)
.




i
| |
Pasal 26

Apabila berdasarkan hasil pemeriksann ditemukan data baru dan atau data yang semula belum
‘terungkap yang menyehabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang untuk dikelusrkan SXRD

- tambahaa.

BAB ¥IUI
CARA PEMBAYARAN
Pasal 27

(1) Pembayaran Retribusi Dacrah dilaikan di Kas Daeruh atau tempat lain yang ditunjuk sesua
waktu ysng ditentukan dengun menggunakan SKRD, SKRD Jjabatan dan SKRD tambahan;

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempe: lain yanug ditunjuk, maka hesil penerimaan Retribus:
Dacrah harus disctor ke Kas Dacrali selambat-lambatnva 1 X 24 jam atau dalam walktu yang
ditentukan oleh Walikota:

(3) Apabila Pembayaran Retribusi dilakuken sctelah lewat waktu yang diteniukan sebagaimana
dimalsud pada ayat (1) pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD:

. . 1

Pasal 28

(1) Pembayaran Retribusi harus difalaukan secara tunai / funas

(2) Walikota atau Pejebat yang c‘u‘tunju}t dapat merabetikan izin kepada wajib Retrbusi untuk

- mengangsur Retridusi terutang dafam jangka wakiu tertentu dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan; I ,

(3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditstapkan oleh
‘Walikota; | : )

(4) Walikota atau Pejabat yang ditnjuk dapat meagizinkan Wajib Retribusi untuk menunda
pembayaran retribusi sampai bata; wakt: yang ditentukan dengan alasan yang dapat
dipertangguagjawabkan,

Pasal 29
I
(1) Perabayatan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 19 Peraturan Daerah ini diberikan tands,
bukti pembayaran, : ;
(2) Setiap pembayuran dicatat dalam buku penerimaan;
(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda buktl pembayaran Retribusi ditstapkan olch
Welikota; : s | ’
" | BAB XTIV
y
CARA PENAGIHAN
i
i Pasal 30
(1) Pelaksanman penagihan retribusi dikeltarkan setelah 7 (tujuh) hard sejak jatuh tompo pembayaran
dengen ‘mengeluarkan sural bayar penyetoran atuu sural lainnya yang sejeniz sebagai awal

- tindakan pelaksanaan penagihan; |




),

o¥

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujub) hasi isclclah tangysl Surat Teguran / Peringatad / Surat lain yang
sejenis; Wajib retribusi harus melunasi Reiribusinya yang tennang;

(3) Surat Teguran / Penyetoran atau surat lainnva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat /2)
pasalini dikeluarkan oleh pejabar ye‘{ng Jditagjuk;

Pusal 37

Bagi inctansi pemungut diberikan uang [}:crangsang setinggl — tingginya sebesar 5 % ( lima persen )
dari hasil pemungutan yaag disctorkan ke Kas Daerab, o

Pasal 32

Bentuk - beatuk formulir yang dipc;igmmkan uatuk pelaksanaan Penagihan Retribusi Daerah
sebagaimana dimaksud pada pasal 29 nyzf:\t (3) Peraturan Dacrah ini ditetapkan olch Walikota.

. . | .
i BAD XV

KERINGANAN , I‘E?\(GUK@\NGM‘( DAN PEMBEBASAN

|
i Pasal 33
5

1 Wnﬁk@ta dapat memberikau kerin m[ 1, pengurangan dan pembebasan retribusi;
gara Pe

- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota,

| BAB XVI

PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN / PENGHAPUSAN ATAU
: : PENGURANGAN| SANKSI DAN PEMEATALAN

Pasal 34

(1) Wajib. Retrjbusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan 8TRD vang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan / atau kekeliruan dalam pencrapan
* peratwran perundang-undangan Retribusi Daeral ;

(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan jpermohonaa, pengurangan ketetapan, penghapusan atau
pengurangan sanksi administratip bertpa bunga dei kenaikan Retribusi yang terutang dalam: hal
- sanksi werscbut dikenakan karenn kekHilafan Wajib Retribusi ajau bukan karena kesalahannya |

(3) Wajib Rewibusi dapat mengajukan paimohonan pengurangan atau pembatalan ketetapon
Retribusi yang tidak benar; ° .

(4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pengurangan ketetapan,

peaghapusan atau pengurangan anked administeasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini an

_pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasa! ini harus dismnpatkan secara tertulis oleh

~ " Wajib Retribusi kepada Walikow atzu Pejabat yang ditmjuk paling lama 30 (tga pulub) har

sejak tanggal “diterima SKRD dan| STRD dengan memberikan nlasan yang jelus dan
monyuakinkun uctink mendukung permohonunnya ;

(3) Keputusan ates permohonan sebagaimiana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikeluarkan olehs

Walikota atau Pejabat yang ditugjuk paling Jama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan
. diterima; :

!
|




(u) Apabila: setelah lewat 3 (Uga ) bulom sc‘vagaunam dxmaksud pada ayat (5) pasal ini, Walikotz
uwtau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permobkonan pembetulai,
pengurangan ketetapan, pcn,;lmpuw(n atau pengurangan sanksi administrasi dzn pembatalen
dianggap dikabuikan. 4

i BAB KV

KEBERATAN

; ¥asal 38

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pumohomn kebieratan SKRID dan STRD ;

(2) Permohonan keberuan scbagmmmx dimaksud ayat (1) pasal ioi harus dx.,‘unpnkmx seeara
- tertulis kepada Wnixkom atau Pc;a..w vang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
SKRD dan STRD ;

(3) Pengajuan kebrratan tidak menunda p,mbayuran ;

(4) Permohonan kebemtan sebagaimana (dxmak.sud ayar (1) dan ayat (2) pasal ini harus diputuskan
oleh Walikota atau Pejabat yang ditwyjuk dalam jragka walsu paliog lama 12 (dua belas) bulon
-3cjak tunpgal sural pormohonan kcbcn;mm diterima,

'BAB XVHII
: ;
PENGEMBALIAN KELEBIEAN
Pasal 36
(1) Wayib Retribusi  harvs mcn\ga)ukﬂ permohonan secarn tertulis kepada Walikota untuk
perhittngan pengembulian kelebihan pembayaran reteibusi ;
(2) Atas dasar Permohonan scbagmmaml dimaksud 2yat (1) pasal ini ates kelebihan pembayaran

retribusi - daput langsung dtperh.tungkzm terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi
“administrasi berupa bunga olch Walmom

 (3) Atas peimolionan gebagaimana dxmaksud ayal (2) pasal ini yang berhak atas kelebiba:

pembayasran tersebut dapat d1pcrhmmgkm1 drngan pembayaran retribusi selanjuinya |
v Pasal 37
(1) Dalam hal kelebihnn pembayaran Retribusi yang mesih tezsise setelah dilaiukan perhitungan

sebagaimana ditaksind pada pasal 33, diterbitkan SKRIDLB Qa]mg lambat 1(satu) bulan sejak
ditesimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;

'(2) Kelebilian pembayaran retribud schagn(mam dimaksud pada ayat (1) pasal ini diXembaiikan

kepada Wajib Retribusi paling ]ambmI (satu) bulan sejak diterbitkan SERDLS |

| Pasal 38

gl) Pengzmbalxan sehagaimana (hmnkqud dalam pasal 33 dilakukan dcngan mont:rbitkzm Suras
Perintah membayar kelebihan retn‘buﬂ

(2) Atas pethitungon sebagaimana dxmm;sud dalam pasal 34 diterbitkan bukti pemindah bukvan
yang berlaku juga scbagai bukti pembdyaran,

|
i

3

|
i
i
I
.
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I BAB XIX

KADALUNY ARSA

Pasal 39

i

(1) :Lik Atk mel.ﬂ'ukm penagihan rcmb\m kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3

(tahun) tahun terhitung sejak saat tethutang retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi mclakukan

tindak pidana dtb:dang retribusi

(2) Kadaluwarsa penagihan rotribusi se,ba aimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggun

apabila

a. diterhitkan Sural Teguran atau ;
b. ads pengakuan hutung retribusi dzm Wajib Rerribusi baik lax\gsu% maupun tidak langsung.

ov

)
) -

O

(V) Wajib. rewribusi yang tidak mclaksatzwkan kewnjibannya schingga merugikan keuangan daerzh
diancam pidana Lumngan paling lan.a 6 (enam) hulan arau denda paling banyak 4 (cmpat) kali

i
|

i

foBADR XX

KETENTUAN PIDANA

jumlah retribusi yang kurang ;
(2) Tindak pidana sebagaimana Jima ksud padla ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pugal <0

'i

| BAB XXI

A :
KETENTUAN PENYIDIKAN

41

W (1) Pejabat chawal Negeri Sipil tereutu dxlmgkunqan Pemerintah Daerah yang dxbcn xwmmanq

khusus - scbagai Penyidik Pegawal .\Tpgcrx Sipil umuk elakukan penyidikan tindakan pidena

dibidung retribusi daerah sebag«lunun& dimaksud dxlam Undang — undang Nomor 8 Tahun 1941
tenitang Hukwn Acara Pidana ;

(") Wewenang Pun)dekan .chauaunann dxmukqud puda ayat (1) pasal ini adalah !
a

b

C

A,

e,

mienerima, mencari, mengumpulk

tindakan pidava ¢i bidang retibus

mencliti, mencari dan meugympulkan keterangon meagenat orang pribadi atdu badan

“ kebenaran perbuaran yang dilukukan sehubungan dengan tindak pidapa renibusi daerah ;.
reminta keterangan dea bahan bu

pidana dibidang rerribusi dacrah ;

niemeriksa buku-buku, catatan-cat

pidana dibidang retribusi daerah ;
melakukan penggeledalian untuk

)

an, dan meneliti chcxangnn atau luporan berkenaan: d,:ng'm
daerah agar keterangan tersebut terjadi lengkap danijelas ;

tm,t;
<ti dil orang pribadi atau badan sehubungsn dengan tindak
atan dan dokamen-dokumen lain berkenan dengan tindak

mendapatkan bahan bukd pembukuan, pencatatan. dan

dokumen~dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukt tersebur ;

memina bantvan lensga alli dal

retribusi daerah ;

am rangka pelaksannsn tugas penyldikan tundak pidana

e A




09

g Menyuruh berhenti dan/atau mc@arang scscorang menipggalkan ruangan atau tempet padz
saot pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dukungan
yang dibawa sebagaimana dimaksud pada butir ¢ aya (2) pasal ini ;

b, “memotret seseorang yany berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;-

i, .memanggil orang untuk didangar_i}:ctcx‘angannya dan memeriksa sebagal tersangka atau saksi

%) :

J.  menghentikan penyidikan ; : ~

k. melakukan tindakan lain vang perlu untuk kelancaian penyidikan tindak pidana di bidang
retribusi dazrah menurt huicum yang dapar dipcrtanggungja wabkan;

(3) Penyidikan sebagaimana dimr-xksudg pacla ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya
penyidikan dan mienyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntwt Umurm, sesuai dengan
ketentuan yang diawr dalam Undang ~ Undang Nomor 8 / tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana.

- BAB XxU
KETENTUAN PENUTUP

| Pasal 42
. i :
Fal - hal iain yang belum diatwr dalamn [Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan
‘Keputusan Walikota sepanjang mengenai/pelaksanaannya, :

Prsal 43

‘Peraturan Dagralt ind mului berlalku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiup orang dapav miengetabuinya, memerintahikan pengundangan Peraturan Dacrah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang,

? Ditetapkan di Kupang
i Pade tanggal 4 Desember 2000

4 KUPANG <&

|
!
.
‘
< z
i
:
1

Dlu"ndnln‘gikm dl Xupang
Pada tanggal § Desember )30

/TA KUPANG

010 058 223 §

LEMBARAN | DAFRAH KOTA KUPANG
TAHUN 2000 NOMOR : 48 SERT 0




g Meayuruh-berhepti dan/atau mciamng sescorang meninggalkan ruangan stau tempat pada
- saat pemeriksaan sedang berlengsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dukunjan
yang dibawa sebagaimana dimaksud pada butir e aya (2) pasal ini ;

b, memotret seseorang yany berkaitan
1. memanggil orang untuk didengarik

menghentikan, penyidikan ; ;

o

dengan tindak pidana retribusi daerah ;-

sterangannyz dan memeriksa sebagai tersangka atau saksi

melakikan tindakan lain vang perlu untuk kelancaian penyidikaa tindak pidana di bidang

retribusi dasrah menunt huioum y::mg dapat diperanggungja wabkan;

(3) Penyidikan scbammmna dmnksud* pacla ayat (1) pasel ini memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampoikan hasi! penyidikannya kepada.Penuntut Umum, sesuai dengaa

ketentuan vang diatur dalam Umimg
de"na

Undang Nomor 8 / tahua 1981 tentang Hikum Acara

" BADB XU

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

‘Hal = hal Tain y'mg belum dm.tur dalam erauran Daerah ini, akan dnctapkan lebih lanjut dengan
: chumsan Wialikota sepanjang. zncngcmunpclaksanaannyd

Pusal 43

Peraturan Dacralt | ini mulai berlaku pada mnggal diundangkan. .
Agar supaya scuap orang dapat mengetaljuinya, memerintalikan pengundangan Peraturan Dacrah ini

- dengan peuempatainya dalam Lembaran Dazr:\h Kota Kupang,

Q o ' \
Diundsugkay di Kupang
. Pada, tnng‘yal % Deseraber y300

L&

\f\

LEMBARAN
TAHU

Ditetapkan di Kupang
Pada fanggal 4 Desember 2000

UPANG

DAFRAH KOTA KUPANG
N 2000 NOMOR :18 SERI 0




|
PEPJELAS&N
) ; ATAS ‘
PERATURAN I}A ERAH KOTA . KUPANG
NQMOR‘: 18 TARUN 2000
TENTANG
¢ PENGUIIAN BERKALA JENDARAAN RERMOTOR
PENJELASAN UMUM
Pengan berinkunya Undang) - nodany Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerahy maka Ketentuan Peraturan Herundang — widangan yang bertentangan dan / atau tidak
sesuai dengern Undang —-undang ini) diadakan penyosuaing, Salah satunya adalah Peraturan
Pemerintah Nomoer 22 Tahun 1990| Teatang Penyernhan scbagian urusan Pemerintahan di
bidang Lalu Lintas dan Angkutnn Jaldn kepaga Pemerintahan Daerah TK I dan Daerah TK IL
Ketentuan tentang Pelayanan dan Retribusi Dacrah perlu ¢i tata kembali, agar Pembiayaan

Pemerintahan ‘dan Pumbangunan yeng bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya
yang bernsal dari Retriblisi Dacrah gapat di pungut dan dikelola secara lebih intensif, uoruk

" lebih memantapkan Otonomi Dacrah yang nyalz, dinainis, serasi dan bertanggung jawab,

l
Scjalan dengan kemajuan l’otmndzmg-unclnugrm tersebut diatas maka perlermnbangan
usaha jasa dibidong transportasi [baik dengan munculpya perusshaan baru maupun
pemswhzum lama yang telah mengerabangkan jenis usahanva, telah mendorong pula
permintaan jasa transporiasi bukan isaja dalam jumlal tetapi juga dalam hal pemeliharaan
kendaraan bermotor oleh Fengusaha maupun muti pelavanannya.

Kesemuanya ini merupakan teatangan ynog hams kita antisipasi  sccarn aleknuf

terlebi dalarn menghadapi proycl!sx transportasi fahun mendatang diperkirakan naik lebin

~dari 9,5 Y% perfu diantsipasi dengan perencanaan penyedizan armada z\ngkutan yang

iDenuntut persyaratan terciptanya krmmbangan penawaran dan permintaan jasa dan terus

_ diciptakan  kualitas pelavanan \.mg scmakin tinggl dan termasuk juga peningkatan

keselamatan mclalm Pengujian Bcrkala Kecndaraan Bermotor,

Qleh karenanya perlu munam keinbali peraturan perundang-undangan yang ruenjadi
landasan . hukum kegiatan Dinas Perhubungan dalam mendukung perkembangan otonomi
daerah dengan mcnycdcmam&n dan memperbaiki jenis dan struktr Retribusi Dacrah dao
meningkatkan Pendepatan Asli Daerah disampirg i untuk mempermudah masyarakat
memabami dan mematuhi Peraturan Daerah sehingge pada gilirannya tumbuh kesadaran
untuk memenuhd kewajibon Retribusi Daemb, )

Dengan demikian maka perlii menetapkan ketentuan mengenai Retribusi Pengujian
Berkala Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Dacrah.

|

Konsiderans i

Menlmbsdg

Butir b Untuk mepujudkan Kendaraan hermotor yang memenuhl

: persyaratan tekuls dap lailk Jalan maka Kewajiban Pemerintan
adalah mﬁltikukan Perablnaan, - Pengujlan, Penilalan serta
Pengawasen Operasional.

l

i
i

|
i
,




I PENJELASAN PASAL DEMI| PASAL

Pasal 1

Pagal 2 qyat (1)

Ayat ('2 )

'Aya‘x (3)

Ayar(4)

v Pasal 3iavat (1)

Ayt (2)

- Pasal 4 s/d 6

- Pasal 7 avat (3)

Pasal 8 wd 30
Pasaldlayat( 1,

Aeyar(2)

© Pasal 32 s 43

L

Kewajibn%n. Pemilik / Pengusaha Angkutan adalah memelihaia /
mcqg_wa,@.ﬁ%(.endax;unn-t{_g,rzgebug.ﬁ

Cukiip .fcl.';xs )
Pcrsyamta;h teknis adalah persyaratan tentang ‘susunen, ukuan,
bentuk, Laroser, eralsi gas buang, peaggunaan pnggandengan dan

_ penempelan kendaraan beemotor,
i ]

Laik Jalag adalab persyararan winimum kondisi suat kendaraan
vang-haruy dipenuhi agar terjaminnya keselamatan sere menceyah
terjadinyu | pencernoran udarn dan kebisingan linghungan pads
waktu dinperasikan dijalan,

Cukup jelas

Peralatan peagujinng yung tersedia beriipa peralatan pengujion dasaz,

peralaan anlx]ian keliling dao peralatan pengujinn manual
Cukup jcll'z;m

13¢z'dnsurkian ketentuan Pasal 38 Keputusan Menter! Perhubungan
Nomor KM. 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Xendaraan

Bermotor El‘cmu\suk Kendwraan Dhnas / Pemerintahen

.‘(cndnmuria yang dalim keadasn rusak adalah kendarasn veajib uji

yang udak dioperasikan ¢ diusshaken beriumxt — turui selama &
{enam) bulan dun dilaporkan oleh pemilik / pemegang kendarasn
tersebut kepada instansi yang berwensng,

Cukup jelas
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Kepolisian Republik ladonesia serendah ~ rendabnya setinglont
sektor, ! :

Cukeup jelus

Cukup_jclais

Kendaan \iiil\uzr kiskuasaunnysa adalah suatu keadoan yang forjedi
difuar kehondak / kekuasaan wajib retribusi, karena wajib retribusi
sakir aau r%:rk::na musibah bencana alam

Cukup juln\gs
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG
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